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ABSTRAK 
Kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui 
undang-undangan peraturan perundang-undangan lainnya. Masyarakat yang memiliki atau 
menguasai / menyimpan senjata api secara illegal akan di ancam hukuman sesuai dengan 
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.Seiring 
perkembangan era globalisasi, Negara Indonesia yanng merupakan negara hukum. Penegakan 
hukum melalui  peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang undang Darurat 
RI No. 12 Tahun 1951 sering dipertanyakan pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti masih 
adanya masyarakat yang membawa/memiliki senjata api secara illegal. Masih adanya 
beberapa kasus kepemilikan senjata api illegal di wilayah Kalimantan Barat oleh masyarakat 
sipil dengan berbagai alasan. Meskipun perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum 
dan dapat diancam dengan hukuman penjara. Beberapa faktor penyebab masyarakat ingin 
memiliki / meguasai senjata api secara illegal adalah masyarakat yang merasa puas diri 
karena memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata 
api illegal, sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berijin / legal, dan perdagangan 
senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah.  Penegakan hukum 
yang saat ini dilakukan kepada pelaku pemilik senjata api illegal diharapkan mampiu 
memberikan efek jera kepada pelaku. Namun seiring perkembangan hukum di Indoensia 
seharusnya dapat dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan selain dapat 
mengantisipasi dan mencegah peredaran api illegal juga dapat memberikan shock therapy 
pada pelaku pemilik senjata api illegal demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan 
transparan. 
Kata kunci : Penegakan hukum dan Senjata api illegal  
 
 
ABSTRACT 
Possession of firearms for civil society in Indonesia has basically been regulated through 
legislation other legislation. People who own or control / storing illegal firearms would 
threaten penalties in accordance with Article 1 (1) of the Law of Emergency Law No. 12 of 
1951. As the development of globalization, the State of Indonesia is a country of law. The 
rule of law through legislation in particular Law Emergency Law No. 12 of 1951 is often 
questionable implementation. It is evident there are still people who carry / possession of a 
firearm illegally. There are still some cases of illegal possession of firearms in the region of 
West Kalimantan by civil society for various reasons. Although the act is unlawful and can be 
punishable by imprisonment. Several factors cause people want to own / control of firearms 
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illegally are people who feel smug for having a firearm, a lack of supervision by police 
related to the circulation of illegal firearms, the difficulty of the procedure unlicensed 
possession of a firearm license / legal and illegal firearms trafficking by price selling cheap 
and easy process. Law enforcement is currently done to the perpetrators of illegal firearms 
owners are expected mampiu give deterrent effect to the perpetrators. But with the 
development of law in Indonesia should be able to amend legislation in addition to anticipate 
and prevent the circulation of illegal fire can also provide shock therapy on the perpetrators 
of illegal firearms owner for the creation of law enforcement fair and transparent. 
Keywords: Law enforcement and illegal firearms 
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Latar Belakang 
 Kemajuan ilmu pengetahuan dan medernisasi tidak hanya didunia industri dan 
pengetahuan tetapi juga dalam segi hukum. Perkembangan dalam segi hukum diikuti juga 
oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan salah satunya 
dipengaruhi oleh adanya peredaran senjata api illegal. Terjadinya kasus kejahatan,  seperti 
perampokan, pembunuhan, perkelahian dan penggunaan senjata api secara tanpa ijin dimana 
para pelakunya menggunakan senjata api, sering membuat aparat efek trauma kepada 
masyarakat.  
Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan 
kepemilikan senjata api illegal untuk masyarakat sipil. Penyalahgunaan kepemilikan senjata 
api di Indonesia, pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 
1951.  Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat  No 12 tahun 1951 menyebutkan 
: 
“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba 
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, 
amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara 
seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”. 
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan mengenai larangan 
menyimpan atau menguasai senjata api illegal yang ada saat ini belum terlaksana dengan 
baik. Selain itu beberapa kasus tindakan kejahatan yang terjadi dengan menggunakan senjata 
api illegal pernah terjadi diwilayah Kalimantan Barat. Hal ini terbukti dengan masih adanya 
Kasus Kepemilikan senjata api illegal yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Pada tahun 
2012 telah terjadi 17 kasus kepemilikan senjata api. Dan pada tahun 2013 telah terjadi 15 
kasus kepemilikan senjata api illegal. Kemudian tahun 2014 terjadi 13 kasus kepemilikan 
senjata api illegal. Sedagkan sampai bulan Januari 2015 belum ada kasus kepemilikan senjata 
api illegal. 
Adanya masyarakat sipil yang masih memiliki senjata api illegal, harus dilakukan 
penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberikan shock therapy bagi masyarakat yang 
memiliki senjata api illegal untuk tidak lagi menguasai / menyimpan senjata api ilegal. 
Sehingga masyarakat yang menemukan senjata api seharusnya segera menyerahkan kepada 
aparat Kepolisian. Namun masyarakat yang menemukan senjata api justru ingin menyimpan / 
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menguasai senjata api tersebut. Aturan mengenai larangan kepemilikan senjata api illegal 
dalam Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951, kurang efektif, karena belum dipahami 
secara detail dan komplek oleh masyarakat sipil, bahkan perbuatan tersebut telah diancam 
dengan hukuman yang berat. 
Disamping itu Ketatnya prosedur dalam kepemilikan senjata api merupakan salah satu 
bentuk bentuk masyarakat ingin memiliki senajata api secara mudah. Baik itu senjata api 
ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau bahkan rakitan. Dengan memiliki senjata api, 
setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya” bahkan 
berbuat kejahatan, tanpa mereka sadar bahwa. Sebagai akibatnya beberapa kejahatan terjadi 
dengan modus menodongkan dan menembakkan senjata api kepada korban. Bahkan 
penggunaan senjata api illegal bisa mendorong ke arah terjadinya kejahatan yang bersifat 
teror. Maka sudah sepantasnya setiap orang, dengan kesadarannya menyerahkan senjata api 
mereka kepada aparat, baik kepada polri atau kepada TNI. Kepemilikan senjata api secara 
tidak sah dapat dikenai sanksi hukum, sedangkan aparat sudah memberikan jaminan untuk 
tidak memberikan tuntutan hukum kepada mereka yang menyerahkan senjata api mereka 
secara suka rela. 
Karakteristik masyarakat yang begitu komplek dan beragam di Kalimantan Barat. 
Menurut sensus tahun 2010 penduduk Kalimantan Barat terdiri dari beberapa suku bangsa 
yang tinggal didalamnya. Diantaranya : Melayu (33,75%), Dayak (33,75%), Tionghoa 
(10,01%), Jawa (9,41%), Madura (5,51%), Bugis (3,29%), Sunda (1,21%).
1
  Selain itu rasio 
kepadatan penduduk yang masih jarang dan masih banyaknya masyarakat yang tinggal 
dipedalaman / daerah, masih banyak belum memahami adanya peraturan dan ancaman 
hukuman tentang larangan menguasai / menyimpan senjata api illegal, sehingga belum 
memberikan efek maksimal terhadap penerapan hukum terhadap maksyarakt sipil yang 
memiliki senjata api. Oleh karena itu masyarakat seakan masih mengabaikan hukum dan 
aturan untuk memiliki dan menguasai senjata api secara illegal.  
Kepemilikan dan pengawasan senjata api juga diatur pada Undang-undang RI Nomor 
8 Tahun 1948  tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Perpu 
No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti 
SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang 
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Bahkan pemohon harus 
                                                          
1
Gooszen, A. J. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Netherlands), A demographic history of 
the Indonesian archipelago, 1880-1942. KITLV Press. hlm. 106. 
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mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri dan dicek pertama 
kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu :
 2
   
1. Pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan 
Anggota DPRD di daerah. 
2.  Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang bertugas di 
operasional:  
3. Pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan; 
4. Pengusaha/Pemilik Toko Mas;  
5. Polisi khusus yang terlatih. 
6. Satpam  
 
Pada tahun 2007 Kapolri Jenderal Polisi Sutanto pernah mengeluarkan kebijakan 
penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah 
beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah 
habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata 
api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang 
sama.  Aturan Polri tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum 
kepemilikan senjata api oleh sipil karena terdapat penyalahgunaan senjata api dikalangan 
masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik 
mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api.
3
   
Kepolisian RI dalam hal ini yang merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas dan 
bertanggungjawab dalam penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api illegal oleh 
masyarakat sipil sesuai sesuai dengan Undang-undang Darurat RI No 12 tahun 1951. Namun 
beberapa faktor yang menjadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak menyerahkan senjata 
api kepada aparat, serta dapat digunakannya senjata api illegal untuk berbuat kejahatan. 
Dengan adanya kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, maka harus dilakukan 
Penerapan hukum kepada siapa saja yang melanggar hukum khusunya terhadap kepemilikan 
senjata api illegal sesuai aturan yang berlaku yakni Undang-undang Darurat RI Nomor 12 
tahun 1951. 
 
Permasalahan 
                                                          
2
 Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan, Jakarta, Garsindo, 2009, hlm. 302 
3
 www.indowebster.com/lawandlegal. ,dikunjungi terakhir tanggal 11 Nopember 2011   
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Faktor-faktor apa yang Menyebabkan Masyarakat Memiliki Senjata Api Illegal di 
Kalimantan Barat? 
 
Pembahasan 
1. Faktor Masyarakat Yang Merasa Puas Diri Karena Memiliki Senjata Api. 
Faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api illegal 
kepada aparat penegak hukum sering kali menjadi kendala dalam menanggulangi 
peredaran senjata api illegal di masayarakat. Sering kali dijumpai masyarakat yang 
dirumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api illegal.  
Awalnya masyarakat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api illegal 
adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang 
mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi kerusuhan antar etnis. 
Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang 
pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana 
tidak semua orang bisa mendapatkannya. Orang yang bangga dirinya secara 
berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang-barang seperti itu.  
Terdapat tipe orang yang senang mengoleksi senjata, seperti keris, pedang, 
badik dan atau sebagainya. Artinya orang seperti itu memang berselera untuk 
mengoleksi barang antik. Saat ini aturannya terasa lebih longgar terutama 
kelonggaran dalam izin kepemilikan, maka tidak terlalu sulit untuk mengoleksinya. 
Karena memiliki barang yang dianggap sulit untuk didapat dan merupakan kepuasan 
tersendiri setelah memiliki barang yang diinginkan.  
Teori kepuasan itu sendiri menjelaskan mengenai perilaku  dari sudut pandang 
yang berbeda. Menurut Maslow, menyatakan bahwa “kebutuhan manusia tersusun 
dalam suatu hierarki. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, 
keselamatan, dan keamanan, sosial, harga diri dan aktualisasi diri. Kebutuhan harga 
diri merupakan kebutuhan akan penghargaan diri dan penghargaan orang lain”. 
4Dalam Teori Motivasi Kepuasan menyatakan bahwa “…bahwa faktor-faktor 
kebutuhan dan kepuasan individu yang membuat mereka lakukan aktivitasnya, jadi 
mengacu pada diri seseorang”.5 Teori ini mencari tahu kebutuhan apa yang dapat 
memuaskan dan mendorong  semangat kerja seseorang.  
                                                          
4
 M.Suyanto. Revolusi Organisasi Dengan memberdayakan. Kecerdasan. Spiritual. Cv. Andi Offest, 
Jogjakarta.2006 
5
Umar Husein. Business An Intoduction. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2000. hal 86 
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Peluang yang tersedia tidak bisa dibiarkan terbuka begitu saja harus ada usaha 
penanggulangannya. Adapun usaha-usaha yang ditawarkan antara lain : 
a. Ketegasan hukum dimana menerapkan sanksi nyata pada si pelaku tanpa pandang 
siapa yang melakukan.  
b. Dibentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api gelap  
c. Memperketat wilayah Perbatasan Republik Indonesia yang diduga sebagai 
masuknya senjata Illegal api di Indonesia.
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2. Faktor Kurangnya Pengawasan Oleh Kepolisian Terkait Peredaran 
Senjata Api Illegal. 
Pengawasan senjata api merupakan tugas dan tanggungjawab kepolisian 
Republik Indonesia. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e yang berbunyi : Kepolisian 
memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,  bahan peledak, dan senjata 
tajam; 
Pengertian Pengawasan dalam menurut Sumardjo Tjitrosidoyo “Pengawasan 
adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan 
perbandingan yang seharusnya (das Sollen) dan yang adanya (das Sein)”. 7 
Azwar Daris dalam bukunya tentang Tujuan dan ruang lingkup pengawasan 
berpendapat bahwa “Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan 
menjamin bahwa tugas / pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan” 
8
. 
Selanjutnya dalam pengawasan senjata api, berdasarkan Surat Direktur 
Intelpam atas nama Kapolri Nomor : R/WSD 404/VII/98/Dit LPP tertanggal 21 
Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau 
menakuti/mengejutkan adalah : 
1. Senjata gas air mata yang berbentuk : pistol/revolver gas, stick/pentugan gas, 
spray gas, gantungan kunci gas, extinguising gun/pemadam api ringan, pulpen 
gas, dll 
2. Senjata kejutan listrik yang berbentuk : stick/tongkat listrik, kejutan genggam, 
senter serba guna, dll 
3. Senjata Panah : model cross bow (senjata panah), panah busur, dll 
4. Senjata tiruan/replika 
5. Senjata angin kaliber 4,5 mm 
                                                          
6
 http:www.ajiepgozali.wordpress.com 
7
Sumardjo Tjitrosidoyo.Rubrik Manajemen.Jakarta.2006. Hal 2 
8
Azwar daris, Tujuan Dan ruang Lingkup Pengawasan.Jakarta. 2007 Hal 1 
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6. Alat pemancang paku beton. 9 
Polri sebagai Instansi yang ditugaskan dalam memberikan memberikan ijin 
dan melakukan pengawasan senjata api, Pada dasarnya setiap orang yang mengajukan 
permohonan kepemilikan senjata api kepada Polri akan dilegalisasi permohonannya. 
Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan 
senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Polri. Adapun 
Prosedur untuk Kepemilikan senjata api Skep Kapolri No 82/II/2004 tentang Buku 
Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendaliaan Senjata Api Non Organik 
TNI/POLRI.  
Pemohon yang ingin memiliki senjata api harus mengajukan melalui Polda 
setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri. Yang dicek pertama kali adalah syarat 
formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu  pejabat 
pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan 
Anggota DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau 
Perwira Pertama yang tugas operasional: pejabat bank/swasta, minimal Direktur 
Keuangan; Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih.
 10
  
Beberapa perlatan yang dapat dikategorikan senjata api da  bahkan beredar di 
masayarakat luas, dan  dikatgorikan senjata api tiruan. Selanjutnya Polri melalui Surat 
Direktur Intelpam Nomor : R/SWD-368/VII/1998/Dit LPP tertanggal 24 Juli 1998 
mengeluarkan instruksi yang menyebutkan bahwa, yang merupakan senjata api tiruan 
adalah : 
1. Senjata api type clock 17 pistol dari plastik 
2. Crossman 50 caliber poin gun 
3. The cat pistol 
4. Marksman semi auto pistol 
5. 22 black revolver mini cross bow 
6. Mainan berbentuk senjata api asli 
7. Replika senjata mainan menyerupai senjata api 
                                                          
9
 Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor : R/WSD 404/VII/98/Dit IPP tertanggal 21 Agustus 
1998, Tentang Peralatan Keamanan Yang Dapat Digunakan Untuk Mengancam Atau 
Menakuti/Mengejutkan 
10
Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan, Jakarta, Garsindo 2009 Hal 302 
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8. Alat keamanan/bela diri yang sejenis. 11 
Ancaman hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun hingga seumur hidup kepada 
pemilik senjata api illegal belum dapat memberikan suatu shock therapy karena dalam 
kenyataannnya vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api illegal 
tidak sebanding dengan ancaman sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tdak 
memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata api illegal lainnya untuk 
memasih menyimpan senjata api illegal. 
Pada dasarnya sanksi yang diancam sesuai dengan UU Darurat No 12 Tahun 
1951. Pasal 1 (1) berbunyi :  
”Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, 
mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari 
Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan 
hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara 
setinggi-tingginya dua puluh tahun.” 12 
 
3. Faktor Sulitnya Prosedur Kepemilikan Ijin Senjata Api Berijin / Legal 
 Dalam Pasal 1 (1) Perpu No 20 Tahun 1960 disebutkan Ketentuan perijinan 
mengenai senjata api, obat peledak, mesiu dan lain sebagainya untuk kepentingan 
Angkatan Perang hendaknya diatur dalam lingkungan Angkatan perang sendiri. 
Adapun yang diperuntukkan bagi pribadi anggota Angkatan Perang tetap termasuk 
bidang kewenangan perijinan seperti untuk umum di luar Angkatan Perang, ialah di 
bawah Menteri/Kepala Kepolisian Negara. 
 Senjata untuk masyarakat sipil dapat diimpor apabila memiliki izin dalam hal 
ini Pejabat yang berwenang untuk memberi izin pemasukan senjata api non standar 
TNI/POLRI adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kepala Direktorat 
Intelijen Pengamanan”.13 Untuk bisa memasukkan senjata api ini, importir harus, 
memiliki izin dari Kapolri, memiliki Angka Pengenal Impor dari Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan Tempat pemasukan senjata api dan amunisi ditempuh 
                                                          
11
Surat Direktur Intelpam Nomor : R/SWD-368/VII/1998/Dit LPP tertanggal 24 Juli 1998. Tentang 
Senjata Api Tiruan 
12
Op.Cit. Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (1)   
13
Op.Cit Buku petunjuk pelaksanaan pengawaan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri, 
halaman 6. 
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adalah, importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia dengan mencantumkan :  
a.  identitas,  
b.  jumlah dan jenis senjata api,  
c.  negara penjual,  
d.  jangka waktu pemasukkan,  
e.  pelabuhan pemasukkan,  
f.  dan lain-lain 
 
Izin senjata api yang dikeluarkan berlaku selama enam bulan, dan apabila 
realisasi impor tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut izin harus diperpanjang.
14
 
Sulitnya mekanisme dalam kepemilikan senjata api secara legal membuat masyarakat 
sipil yang hendak mengajukan kepemilikan senjata api, menjadi salah satu penyebab 
ketidakmauan measyarakat sipil untuk memiliki senjata api. Padahal dalam kejahatan 
penyelundupan senjata api, pada dasarnya terjadi karena tersedianya peluang untuk 
melakukannya. Oleh karena itu, peluang yang tersedia tidak bisa dibiarkan terbuka 
begitu saja harus ada usaha penanggulangannya. Adapun usaha-usaha yang 
ditawarkan antara lain: 
a. Ketegasan hukum dimana menerapkan sanksi nyata pada si pelaku tanpa pandang 
siapa yang melakukan.   
b. Dibentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api gelap  
c. Memperketat wilayah Perbatasan Republik Indonesia yang diduga sebagai 
masuknya senjata Illegal api di Indonesia.
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Ijin kepemilikan senjata api yang cukup rumit menjadi salah satu bagian dari 
fungi pengawasan Polri agar saat masyarakat sipil memiliki senjata api nantinya tidak 
digunakan semena-mena, dengan sikap arogan yang memicu terjadinya 
ketidaktenangan masyarakatdan bahkan digunakan untuk melakukan kejahatan. 
Sehingga pihak Polri harus bekerja keras memperketat pemberian ijin mengenai 
senjata api kepada masyarakat sipil.   
Asas hukum pidana Indonesia mengatur sebuah ketentuan yang mengatakan 
bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selama perbuatan itu. “Pada Pasal 1 ayat 
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(1) KUHP yang disebut dengan asas legalitas yaitu asas mengenai berlakunya hukum. 
Untuk itu dalam menjatuhkan atau menerapkan  suatu pemidanaan terhadap seorang 
pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku belum diatur dalam suatu 
perundang-undangan atau hukum tertulis. Untuk menjatuhkan atau menerapkan suatu 
pemidanaan terhadap seorang pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang 
berlaku”. 16 
 
4. Perdagangan Senjata Api Gelap Dengan Harga Jual Yang Murah Dan Proses 
Yang Mudah. 
Masyarakat Indonesia yang ingin memiliki senjata api, sekarang tidak perlu 
harus menjadi tentara atau polisi. Meskipun ketentuan hukum mengatur kepemilikan 
senjata. Namun Disisi lain, maraknya kepemilikan senjata juga dilihat dari aspek rasa 
keamanan masyarakat. Peningkatan kepemilikan juga dipicu oleh rasa aman yang kini 
sangat sulit diperoleh masyarakat. Angka kejahatan yang tinggi berakibat tumbuh 
suburnya jual-beli senjata api secara illegal warga sipil memang jadi lebih merasa 
aman dan percaya diri, namun masyarakat kita justru bisa terganggu keamanannya 
jika mereka tidak dapat menahan emosinya dan tidak bisa bertanggung jawab. 
Adanya pasar senjata api gelap, yang remang-remang maupun yang terang-
terangan dengan transaksi yang berlangsung lebih mudah. Banyak sekali anggota 
masyarakat dengan enteng mengatakan, hanya dengan beberapa puluh juta  bisa 
mendapatkan senjata api jenis revolver atau pistol. Bahkan tidak mungkin ada barang 
yang harganya jauh di bawah angka itu.  
 Selain itu senjata api bekas terjadinya kerusuhan antar etnis pada tahun 1998 
di Kab. Sambas dan beberapa wilayah lainnya di Kalimantan Barat yang sampai saat 
ini kemungkinan masyarakat masih menguasai dengan alasan keamanan dapat 
menjadi salah satu faktor timbulnya masyarakat yang memperjaulbelikan senjata 
illegal. “Para pemilik senjata api dari warga sipil memang jadi lebih merasa aman dan 
percaya diri, namun masyarakat kita justru bisa terganggu keamanannya jika mereka 
tidak mampu menahan emosinya dan kurang bertanggung jawab”. 17 
Masyarakat memang mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual 
senjata api rakitan kepada seseorang. Namun keuntungan pribadi itu tidak sepadan 
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dengan risiko yang ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Siapa yang bisa 
menjamin 100% bahwa senjata api tu digunakan untuk apa nantinya. seandainya tidak 
terlepas dari kenyataan jika senjata-senjata api tersebut menjadi barang sewaan untuk 
melakukan teror, perampokan, dan kejahatan lainnya.   
Adanya konflik bersenjata tidak jarang melibatkan orang-orang sipil, sering 
menjadi pertanyaan, darimana sebenarnya mereka memperoleh senjata yang 
digunakan itu. senjata yang diperdagangkan secara bebas legal atau illegal 
didefinisikan oleh Komisi Pelucutan Senjata PBB sebagai perdagangan yang 
melanggar hukum nasional ataupun hukum internasional (illegal). Definisi ini 
memunculkan kemungkinan dua jenis pasar senjata ilegal, yakni “Grey Market dan 
black market”. Gray Market merujuk pada situasi dimana perdagangan terjadi dengan 
sepengetahuan pemerintahan nasional, walaupun mungkin melanggar aturan 
internasional. Sementara Black Market adalah merujuk pada perdagangan yang terjadi 
yang sepenuhnya diluar kontrol pemerintahan nasional. 
Perdagangan senjata ilegal, sering dikaitkan dengan tindakan terorisme 
ataupun tindakan separatisme yang menimbulkan banyak korban. Tindakan 
perdagangan senjata api yang melintasi batas negara dan melibatkan oknum-oknum 
tertentu, ditambah lagi dengan ketidakjelasan status senjata api tersebut. 
 
5. Kurangnya Hukuman Yang Maksimal kepada Pemilik Senpi Illegal 
Pada dasarnya sanksi yang diancam sesuai dengan UU Darurat No 12 Tahun 
1951. Pasal 1 (1) berbunyi :  
”Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, 
mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari 
Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan 
hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara 
setinggi-tingginya dua puluh tahun.” 18 
 
Ancaman hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun hingga seumur hidup kepada 
pemilik senjata api illegal belum dapat memberikan efek jera karena dalam 
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kenyataannnya vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api illegal 
tidak sebanding dengan ancaman sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tdak 
memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata api illegal lainnya untuk 
memasih menyimpan senjata api illegal tersebut. 
Muladi menyatakan bahwa “Sistem peradilan merupakan sistem penanganan 
perkara sejak adanya pihak  yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan 
seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. 
Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana 
mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa 
hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.” 19 
 
Dalam kedudukannya yang demikian inilah sebenarnya Hakim sebagai salah 
satu penegak hukum memiliki posisi yang paling menguntungkan ketimbang pihak 
Polisi (Penyidik) dan Jaksa (Penuntut Umum). Polisi dan Jaksa dapat dituntut oleh 
pihak Tersangka atau Terdakwa bila apa yang dilakukan terhadap Tersangka atau 
Terdakwa salah, sedangkan Hakim tidak dapat dituntut bila salah dalam menjatuhkan 
putusan. 
Bahwa pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada tidak dapat 
dipidananya pelaku/pembuat, dan bukan tidak dapat dipidananya tindakan/perbuatan. 
Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHPidana, yang menyebutkan : 
“Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan 
hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang 
melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja”. 
 Putusan yang diberikan oleh hakim yang seperti kurang adil dan tidak sesuai 
tuntutan jaksa dalam mengeluarkan putusan pada terdakwa dinilai dapat memberikan 
efek tidak jera pada terdakwa. Hakim tidak dapat dituntut bila salah dalam 
menjatuhkan putusan. Karena asas “Hakim tidak dapat dituntut” menyebabkan korban 
atau keluarganya merasa ada ketidak-adilan. Hal ini terkait dengan adanya kesalahan 
dan perekayasaan perkara yang diperiksa oleh Hakim. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisis masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 
                                                          
19
 Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang. BP universitas Diponegoro. 1995 hal 
22. 
14 
 
1. Bahwa beberapa faktor penyebab masyarakat Memiliki Senjata Api Illegal di 
Kalimantan Barat yakni disebabkan antara lain :  
a) Masyarakat Yang Merasa Puas Diri Karena Memiliki Senjata Api, 
b) Kurangnya Pengawasan Oleh Kepolisian Terkait Peredaran Senjata Api Illegal,  
c) Sulitnya Prosedur Kepemilikan Ijin Senjata Api Berijin / Legal 
d) Perdagangan Senjata Api gelap Dengan Harga Jual Yang Murah Dan Proses 
Yang Mudah.  
e) Hukuman Yang kurang Maksimal kepada Pemilik Senpi Illegal 
2. Penegakan hukum terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Illegal oleh Masyarakat 
Sipil di Kalimantan Barat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia 
saat ini dengan menerapkan Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 sesuai pasal 1 
ayat (1) dan telah diberikan vonis kepada pelaku untuk memberikan efek jera bagi para  
pemilik senjata api illegal. 
3. Bahwa upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api illegal oleh 
masyarakat sipil dimasa yang akan datang seharusnya dilaksanakan dengan 
mengedepankan HAM serta melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, 
dan proporsional untuk memberikan penegakan hukum bagi pelaku pemilik senjata api 
illegal sesuai. 
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